
  

 

 

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 
 

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

NOMOR 4 TAHUN 2018 

TENTANG 

PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA  

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH  

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 
 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan komitmen 
Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari 
korupsi, kolusi dan nepotisme, telah ditetapkan Peraturan 
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 17 Tahun 
2015 tentang Wajib Lapor Harta Kekayaan Penyelenggara 
Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa 
Yogyakarta; 

b. bahwa dalam perkembangannya, Komisi Pemberantasan 
Korupsi telah menetapkan Peraturan Komisi 
Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang 
Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan 
Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, yang mengubah 
mekanisme pelaporan harta kekayaan penyelenggara 
negara sehingga Peraturan Gubernur sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a perlu diganti; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Gubernur tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan 
Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah 
Daerah Istimewa Yogyakarta; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 3  Tahun 1950  tentang 
Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana 
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 
jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah 
Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia 

 SALINAN 



Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 827); 

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang 
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5339);  

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang 
Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 
1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 
58); 

6. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik 
Indonesia Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara 
Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta 
Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 985); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYAMPAIAN LAPORAN 
HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA 
YOGYAKARTA. 

 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1  

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 
1. Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah 

Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Penyelenggara Negara 
adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif dan pejabat 
lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan 
negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 



2. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah 
Komisi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 
2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

3. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya 
disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk 
lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, 
data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas 
harta kekayaan penyelenggara negara. 

4. e-LHKPN adalah penyampaian laporan harta kekayaan secara elektronik 
yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara kepada KPK. 

5. Pengumuman adalah pengumuman LHKPN oleh Penyelenggara Negara 
kepada publik. 

6. Admin Instansi adalah pegawai yang ditunjuk oleh instansi untuk 
mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan instansinya. 

7. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. 
8. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya 

disebut Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan 
yang terdiri atas Gubernur dan perangkat daerah. 

 

Pasal 2 

(1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN. 
(2) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. Gubernur; 
b. Wakil Gubernur; 
c. Pejabat Struktural Eselon I; 
d. Pejabat Struktural Eselon II; 
e. Pejabat Struktural Eselon III; 
f. Pejabat Struktural Eselon IV; dan 
g. Auditor.  

 

Pasal 3 

(1) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) wajib 
menyampaikan LHKPN kepada KPK pada saat: 

a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali 
menjabat; 

b. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah 
berakhirnya masa jabatan atau pensiun; dan 

c. berakhir masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara. 

(2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 
paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan 
pertama/pengangkatan kembali/berakhirnya masa jabatan/pensiun. 

 

 



Pasal 4 

(1) Penyampaian LHKPN selama Penyelenggara Negara menjabat dilakukan 
secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas harta kekayaan yang 
diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. 

(2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 
paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya. 

 

Pasal 5 

Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 
dilakukan melalui aplikasi e-LHKPN pada alamat www.elhkpn.kpk.go.id.  

 
 

Pasal 6                                            

(1) Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN dibentuk Unit Pengelola 
LHKPN. 

(2) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: 
a. Pengarah yaitu Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta; 
b. Koordinator yaitu Kepala Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa 

Yogyakarta; dan 
c. Administrator LHKPN yaitu pejabat yang ditunjuk oleh Instansi 

Pemerintah Daerah sebagai Admin Instansi. 
(3) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai 

tugas sebagai berikut: 
a. Pengarah bertugas memberikan pengarahan terhadap pelaksanaan 

pengelolaan LHKPN di Lingkungan Pemerintah Daerah; 
b. Koordinator bertugas untuk melakukan koordinasi dengan KPK dalam 

hal monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib LHKPN dalam 
melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta pemanfaatan 
aplikasi e-LHKPN dalam www.elhkpn.kpk.go.id; 

c. Administrator bertugas untuk: 
1. menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan Wajib 

LHKPN kepada KPK paling lambat 15 Desember setiap tahun; 
2. melakukan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada angka 1 

ke dalam Aplikasi e-LHKPN; dan 
3. mengingatkan Wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah 

Istimewa Yogyakarta untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan 
pengumuman LHKPN. 
 
 
 
 
 
 

http://www.elhkpn.kpk.go.id/
http://www.elhkpn.kpk.go.id/


Pasal 7 

Penyelenggara Negara yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dikenakan sanksi hukuman disiplin 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 8 

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Daerah 
Istimewa Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2015 tentang Wajib Lapor Harta 
Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah 
Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 
Nomor 17) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 9 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa 
Yogyakarta. 

 

Ditetapkan di Yogyakarta 
pada tanggal 7 Februari 2018       

GUBERNUR 
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 
 
                          ttd. 

 
HAMENGKU BUWONO X 

 
Diundangkan di Yogyakarta 
pada tanggal 7 Februari 2018    

SEKRETARIS DAERAH 
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 
 
                          ttd. 

 
GATOT SAPTADI 

 
 
BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 4   
 
 

Salinan Sesuai Dengan Aslinya 
KEPALA BIRO HUKUM, 

 
ttd. 

 
DEWO ISNU BROTO I.S. 
NIP. 19640714 199102 1 001 
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